
SALINAN

 
NOMOR 1/D, 2009  

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG 

NOMOR  6  TAHUN 2009 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA KOTA   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   

WALIKOTA MALANG,   

Menimbang :

 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika 

Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika 

Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai 

pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas 

pemerintahan umum lainnya, dapat di bentuk Pelaksana 

Harian Badan Narkotika Kota;    

b. bahwa semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, prekusor dan bahan adiktif lainnya dibutuhkan 

penanganan yang lebih komprehensif yang menuntut 

pengembangan organisasi secara proporsional dalam rangka 

menunjang dan membantu tugas Walikota; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan 

Narkotika Kota;  

Mengingat :

 

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi            

Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551);    
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                     

Nomor 3671); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 3698); 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004      

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi 

Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki Jabatan Struktural 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4085) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4198); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah

 

Nomor 38 Tahun 2007 tentang  

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4741); 

11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan 

Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan 

Narkotika Kabupaten/Kota; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 

Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang            

Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang 57);        



 

4

 
Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG 
dan 

WALIKOTA MALANG  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan :

 

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN 

TATA KERJA PELAKSANA HARIAN BADAN 

NARKOTIKA KOTA.   

BAB  I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Malang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 

3. Walikota adalah Walikota Malang. 

4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Malang. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, 

Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.  

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang. 

7. Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kota 

Malang. 

8. Ketua Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Ketua BNK adalah Ketua 

Badan Narkotika Kota Malang. 

9. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Lakhar adalah 

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. 

10. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut Kalakhar 

adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. 

11. Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut 

Sekretariat adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. 
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12. Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota yang selanjutnya disebut 

Sekretaris adalah Sekretaris Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Malang. 

13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu 

satuan organisasi negara. 

14. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetris bukan narkotika, 

yang bersifat atau berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku 

(Shabu-shabu, Ekstasi dan lain-lain). 

15. Zat Adiktif adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun 

campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara 

langsung atau tidak langsung yang mempunyai sifat, karsinogenik, teratogenik, 

mutagenik, korosif dan iritasi.   

BAB  II 

PEMBENTUKAN  

Pasal  2  

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah 

berbentuk Pelaksana Harian BNK.   

BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI   

Bagian Kesatu 
Kedudukan   

Pasal  3  

(1) Pelaksana Harian sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur 

penunjang dan pembantu tugas Walikota dalam rangka melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi sebagai pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya dibidang 

pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.    


